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ABSTRAK 

 

Dalam era otonomi daerah saat ini, terdapat beban berat yang ditumpukan 
kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
sebagai ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah. Beban itu adalah upaya 
mensejahterakan, menyerap dan menjalankan harapan dan keinginan masyarakat 
serta membingkai perilaku dan aktifitas pejabat daerah dalam sebuah peraturan 
yang sesuai dengan koridor hukum. DPRD sebagai partner Pemerintah Daerah 
mempunyai tiga fungsi dasar yang tercantum dalam UU No. 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam 
penelitian ini, penyusun mengkaji salah satu fungsi DPRD yakni fungsi 
pengawasan. Salah satu tugas fungsi pengawasan DPRD adalah melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan APBD yang merupakan wujud penterjemahan 
kebijakan, komitmen politik dan prioritas dalam memutuskan kemana uang 
daerah harus dibelanjakan dan dari mana dana harus dikumpulkan. DPRD sebagai 
lembaga perwakilan rakyat yang terlembagakan secara formal adalah penyuara 
kebutuhan rakyat dan menjadi sangat penting dengan adanya pengawasan 
terhadap pelaksanaan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas 
APBD. Sehingga penelitian ini mengangkat bagaimana pengawasan DPRD 
terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas APBD, 
dimana dalam penelitian ini  adalah APBD Provinsi DIY tahun anggaran 2009- 
2011.  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersumber pada data 
primer, sekunder,  maupun tersier dengan menggunakan pendekatan yuridis 
empiris serta tenik analisis deskkriptif kualitatif dan disajikan dalam kerangka 
berpikir deduktif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan pengawasan 
terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur atas APBD tahun 
anggaran 2009- 2011, DPRD Provinsi DIY masih menemukan beberapa kendala 
yang bersifat teknis dan belum memiliki peraturan yang mengatur tentang 
pedoman pengawasan dan masih mengacu pada  UU No. 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
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MOTTO 

 

 

 

Karena sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya 

bersama setiap kesulitan ada kemudahan. 

(QS. Al-Insyirah 5-6) 

 

 

 

Kesuksesan berada pada komitmen diri kita sendiri untuk menggapainya,  

rangkai, rencanakan, dan jangan menundanya! 

 

 

 

Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan menang! 
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PERSEMBAHAN 

 

Sesungguhnya kata lelah itu selalu menanti, 

Membawa keegoisan diri agar mengikuti keinginan pribadi, 

Tetapi teringatku akan harapan mereka yang menunggu di tanah kelahiran, 

Pesan singkat bagiku untuk bisa mengikuti sebuah prosesi, 

Seketika itu pula diri terhinggap dalam alunan sebuah persembahan, 

 

Teruntuk  cahaya penuh kasih sayang & ketulusan, mamaku 

Kekuatan  penuh cinta & tanggung jawab, bapakku  

Motivasi  & harapan, kakakku 

 

Seorang  penyemangatku, inspirasi kerja keras & kegigihan, Praditya 

Seorang yang tahu kekuranganku, tapi menunjukkan kelebihanku, Lailiyah 

Seorang yang tahu ketakutanku, tapi menunjukkan keberanianku, Mahfiroh 

Seorang yang mengingatkanku ketika banyak drama dalam hidup, Bagus 

Seorang  yang mengingatkanku ketika tak semua air mata berarti lemah, Rifki 

 

Sebuah karya, 

Ketika  diri telah jenuh dengan setumpuk pemikiran yang berinisial tujuh huruf tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas 

hukum, senantiasa mengupayakan terwujudnya keadilan, kebenaran, 

kepastian hukum, dan ketertiban penyelenggaraan sistem hukum. 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik sangatlah mutlak 

diperlukan dalam kehidupan modern ini.  Pemerintahan daerah tidak hanya 

mengatur keperluan- keperluan daerah, tetapi juga menjadi landasan 

berpijak dalam melaksanakan segala kegiatan pemerintahan yang bersifat 

kedaerahan. Secara teknis, kabupaten dan kota mempunyai level yang sama 

dalam pemerintahan.1 Pemerintahan yang baik dibutuhkan guna membuat 

perubahan- perubahan dalam menggunakan sumber daya secara cermat.  

Jika dicermati, definisi  Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut : 

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.2 

Pemerintah Daerah memperoleh pelimpahan wewenang pemerintahan 

umum dari pusat, yang meliputi wewenang mengambil setiap tindakan 

                                                             
1 Mudrajad Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 

23. 
2 Pasal 1 ayat (2), Undang- Undang  No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah . 
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untuk kepentingan rakyat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 

Urusan pemerintahan umum yang dimaksud sebagian berangsur-angsur 

diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai urusan rumah tangga 

daerahnya, kecuali yang bersifat nasional untuk menyangkut kepentingan 

umum yang lebih luas. Salah satu fenomena paling mencolok dari hubungan 

antara sistem pemerintahan daerah dengan pembangunan adalah 

ketergantungan Pemerintah Daerah yang tinggi terhadap Pemerintah Pusat.3 

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah memiliki badan 

perwakilan daerah sebagai penyelenggara daerah yaitu DPRD. DPRD 

merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki tugas pengawasan, 

legislasi dan anggaran. Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan mitra 

kerja dalam membuat kebijakan dan aturan-aturan daerah untuk 

melaksanakan otonomi daerah sehingga kedua lembaga itu saling 

mendukung satu dengan yang lain. 

Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 yang kini telah dirubah 

menjadi Undang- Undang  No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan 

Daerah menempatkan Pemerintah Daerah  dan DPRD selaku penyelenggara 

pemerintahan daerah. Sesama unsur pemerintahan daerah pada dasarnya 

kedudukan Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) adalah 

sama, yang membedakannya adalah fungsi, tugas dan wewenang serta hak 

dan kewajibannya. Karena itu hubungan yang harus dibangun antara 

Pemerintah Daerah dan DPRD mestinya adalah hubungan kemitraan dalam 

                                                             
3 Mudrajad  Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan..., hlm. 18. 
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rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (good local 

governance). 

Fungsi pengawasan DPRD mempunyai kaitan yang erat dengan 

fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah 

menyangkut pelaksanaan dari perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan 

publik yang telah tertuang dalam perda.4 Kewenangan DPRD mengontrol 

kinerja eksekutif agar terwujud good governance seperti yang diharapkan 

rakyat. Demi mengurangi beban masyarakat, DPRD dapat menekan 

eksekutif untuk memangkas biaya yang tidak perlu, dalam memberikan 

pelayanan kepada warganya. 5 

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dilengkapi dengan 

hak-hak khusus yang dapat mendukung efektifitas kerjanya sebagai salah 

satu lembaga kontrol di daerah. Hak-hak tersebut seperti hak meminta 

pertanggungjawaban gubernur, bupati, hak penyelidikan (angket), hak 

meminta keterangan (interpelasi), hak perubahan atas rancangan peraturan 

daerah, hak mengajukan pernyataan pendapat, hak mengajukan rancangan 

peraturan daerah, hak menentukan anggaran belanja DPRD, dan yang paling 

penting bahwa dalam penentuan diterima tidaknya Rancangan APBD yang 

diusulkan oleh eksekutif, DPRD memiliki hak yang sangat besar. 

APBD merupakan salah satu aspek penting yang akan menetukan 

berhasil tidaknya pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Untuk 

                                                             
4 Inosentius Syamsul, Meningkatkan Kinerja Fungsi legislasi DPRD, (Jakarta: Adeksi, 

2004), hlm.73 
5 Syamsudin Haris,  Desentralisasi & otonomi Daerah, (Jakarta:  LIPI Press, 2005), hlm. 

147. 
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mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan 

bertanggung jawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu 

mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, 

transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu diperlukan peran DPRD yang 

merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan 

pengawasan keuangan daerah. 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah, didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja 

daerah (APBD), sedangkan yang menjadi kewenangan  pemerintah, 

didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. 

Oleh karena itu, perlu diciptakan mekanisme yang mampu mendorong 

masyarakat untuk merasa memiliki sumber daya. Sehingga merekapun dapat 

turut serta bertanggung jawab dalam hal pengawasan. Di era otonomi daerah 

seharusnya paradigma ‘membangun daerah’ lebih difokuskan. Artinya, 

daerahlah yang harus mempunyai inisiatif, prakarsa, kemandirian dalam 

menyusun, merencanakan, dan melaksanakan pembangunan daerah.6 

Indonesia memiliki beragam suku dan kearifan lokal sangat cocok 

untuk diterapkan otonomi daerah untuk menunjang  perekonomian daerah 

khususnya APBD. Yogyakarta, merupakan salah satu cerminan kota yang 

berkembang dengan mengandalkan pariwisata. Keunikan pengalaman 

Yogyakarta merupakan salah satu fakta yang menjadikannya sebagai daerah 

istimewa. Dalam proses perkembangan pemerintahannya, Yogyakarta 

                                                             
6 Mudrajad Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan ...,  hlm.  77. 
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berproses dari tipe pemerintahan yang paling feodal dan tradisional menjadi 

suatu pemerintahan dengan struktur dan penyelenggaraannya yang lebih 

dekat dengan demokrasi barat dibanding dengan daerah-daerah lainnya di 

Indonesia.  Perkembangan ini berlangsung dalam waktu yang relatif cepat. 

Jika otonomi daerah sebagai kesatuan masyarakat hukum mempunyai 

wewenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan 

aspirasi masyarakat. Dengan demikian desentralisasi dapat menjadi otonomi 

masyarakat  setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian 

layanan yang bersifat lokal demi meningkatkan kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat.7 

Sebagai daerah Istimewa, Yogyakarta mempunyai Dewan Perwakilan 

yang terbagi di Provinsi, Kota, maupun di daerah. Dalam hal ini, Undang- 

Undang  No. 12 Tahun 2008 secara khusus memisahkan hak DPRD dalam 

pelaksanaan, tugas, peran serta kewenangannya dalam mengatur otonomi 

daerah.  Dalam penjelasan  umum Undang-Undang  No. 12 Tahun 2008 

dapat diambil suatu makna pemisahan Pemerintahan Daerah (Eksekutif) 

dengan DPRD (Legislatif) adalah untuk memberdayakan DPRD dan 

meningkatkan pertanggungjawaban pemerintahan kepada rakyat. Oleh 

karena itu, DPRD diberi hak-hak yang cukup luas dan diarahkan untuk 

menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembuatan suatu  

kebijakan daerah dan  pengawasan pelaksanaan kebijakan. DPRD sebagai 

                                                             
7 Khairul Ikhwan Damanik et.al, Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan 

Indonesia, (Jakarta: Obor, 2010), hlm. 113. 
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badan legislatif,   anggotanya dipilih oleh rakyat melalui  pemilihan umum 

(Pemilu). 

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk 

menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin 

mengemuka, keuangan daerah menjadi salah satu tolok ukur tingkat 

kesejahteraan masyarakat. APBD Provinsi DIY di tahun 2009 – 2011 

mengalami fluktuasi yang menarik mengingat Yogyakarta adalah daerah 

Istimewa. Di tahun kebangkitan Yogyakarta setelah terjadinya gempa dan 

daerah keistimewaan yang diperdebatkan. Pada setiap undang-undang yang 

mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui, 

sebagaimana dinyatakan dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang- 

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

APBD Provinsi DIY tahun 2009- 2010 tidaklah banyak mengalami 

peningkatan. Tetapi di tahun 2011 mengalami peningkatan sangat 

signifikan. Hal ini tentu saja mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. 

Perda APBD ini kemudian dikaitkan dengan fungsi pengawasan DPRD 

Provinsi DIY yang berjalan baik atau tidak. Mengingat dalam Undang- 

Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 

Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak membatasi 

ruang lingkup pengawasan.  
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Berkaitan dengan pertanggungjawaban Kepala Daerah/ Gubernur 

tentu saja sangat berperan besar dalam penyusunan dan penetapan APBD. 

Apakah APBD tahun anggaran 2009- 2011 Provinsi DIY ini mengalami 

peningkatan karena setelah di undangkannya  Undang- Undang yang 

menjadi acuan, yaitu Undang- Undang No. 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. Mengingat Peraturan Daerah yang mengatur tentang 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tersebut sampai saat ini belum 

diterbitkan, maka acuan DPRD dan Kepala Daerah Provinsi DIY tetap 

mengacu kepada Undang- Undang tersebut. Hal ini dimungkinkan karena 

dalam Pasal 328 ayat (1) Undang- Undang No. 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa semua peraturan perundang- 

undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah sepanjang belum 

diganti dan tidak bertentangan dengan Undang- Undang ini dinyatakan tetap 

berlaku. 

Sebagai Legislatif Daerah, DPRD mempunyai tugas sebagaimana 

tercantum dalam Penjelasan Umum Pasal 41 Undang- Undang No. 12 

Tahun 2008  menyebutkan bahwa : DPRD  memiliki tugas antara lain: (a) 

tugas legislasi, (b) tugas pengawasan, dan (c) tugas anggaran. Untuk 

melaksanakan tugas tersebut, maka DPRD dilengkapi dengan  tugas, 

wewenang, kewajiban dan hak. Demikian juga kekuasaan badan legislatif 

daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut dapat 
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dilihat dari kedudukan dan peran legislatif dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah.8 

Atas dasar prinsip- prinsip normatif demikian dalam praktik 

kehidupan demokrasi, DPRD Provinsi DIY sebagai lembaga legislatif 

memiliki posisi sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan 

rakyat. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa badan legeslatif 

yang dapat mewakili rakyat dan memiliki kompetensi untuk memenuhi 

kehendak rakyat. Sementara eksekutif hanya mengikuti dan 

mengimplementasikan hukum dan prinsip- prinsip dasar yang ditetapkan 

legislatif.9 

Dari uraian diatas, maka dapat di temukan  permasalahan bagaimana 

pengawasan DPRD Provinsi DIY terhadap laporan pertanggungjawaban 

Gubernur Yogyakarta atas APBD tahun anggaran 2009 – 2011. Jika kita 

lihat dalam negara ini terlihat bahwa, DPRD dalam melaksanakan haknya 

sebagai implementasi dari tugas legislasinya dalam pelaksanaan otonomi 

daerah belum sepenuhnya terealisasi dan sangat kurang bahkan hampir tidak 

terlaksana sama sekali.  

 

B. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka yang 

menjadi permasalahan dalam hal ini adalah:  

                                                             
8 Ali Faried. Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia, (Jakarta: Raja 

Grafindo, 1995), hlm 32. 
9, Ichlasul  Amal, Pemberdayaan DPR dalam Upaya Demokratis, Pidato Pengukuhan Guru 

Besar Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,1995. 
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1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi DIY 

terhadap laporan pertanggungjawaban Gubernur atas APBD tahun 

anggaran 2009 – 2011? 

2. Apa kendala pengawasan DPRD Provinsi DIY terhadap laporan 

pertanggungjawaban Gubernur atas APBD tahun anggaran 2009 – 

2011? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi pengawasan 

DPRD Provinsi DIY terhadap laporan pertanggungjawaban 

Gubernur atas APBD tahun anggaran 2009 – 2011 dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

b. Mengetahui kendala pengawasan DPRD Provinsi DIY terhadap 

laporan pertanggungjawaban Gubernur atas APBD tahun anggaran 

2009 – 2011. 

2. Manfaat Penelitian  

Secara teoritis diharapkan dapat mengembangkan Ilmu Hukum 

Tata Negara khususnya Hukum Pemerintahan Daerah yang berkaitan 

dengan pengawasan DPRD Provinsi DIY terhadap laporan 

pertanggungjawaban Gubernur Yogyakarta atas APBD tahun anggaran 

2009- 2011, khususnya kepada DPRD Provinsi DIY dan Pemerintah 

Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. 
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D. Telaah Pustaka 

Telah banyak penelitian tentang DPRD khususnya di bidang peran 

dan pengawasan berkaitan dengan Keuangan Daerah sebelumnya, seperti 

Hartati Kalauw yang berjudul “Peranan DPRD di Bidang Pengawasan 

Setelah Berlakunya Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 Dalam Rangka 

Otonomi Daerah di Kabupten Bantul”.10 Dan Doni Indra Suryana dalam 

skripsinya yang berjudul “Peran DPRD Kabupaten Gunungkidul  Dalam 

Proses Pembuatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten 

Gunungkidul Tahun 2007 – 2008”.11 Kedua skripsi tersebut sama- sama 

menekankan pada peran DPRD dibidang pengawasan, tetapi masih terbatas 

dalam lingkup Kabupaten.  

Selanjutnya skripsi Monica Mulanisari yang berjudul, “Analisis 

Kemampuan Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Potensi Dana 

Perimbangan Pada Penerimaan Daerah Di Propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta”.12 Skripsi tersebut menekankan pada analisa potensi dana 

perimbangan di Provinsi DIY, tetapi hanya sedikit yang menyangkut 

tentang pengawasan. Kemudian Yulinda Devi Pramita dalam skripsi yang 

berjudul “Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran 

                                                             
10 Hartati Kalauw, “Peranan DPRD di Bidang Pengawasan Setelah Berlakunya Undang- 

Undang No. 32 Tahun 2004 Dalam Rangka Otonomi Daerah di Kabupten Bantul”. Skripsi 
Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2011. 

11 Doni Indra Suryana, “Peran DPRD Kabupaten Gunungkidul  Dalam Proses Pembuatan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 – 2008”. Skripsi 
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2010. 

12 Monica Mulanisari, “Analisis Kemampuan Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan 
Potensi Dana Perimbangan Pada Penerimaan Daerah Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. 
Skripsi  Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004. 
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Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah /APBD”.13 Skripsi ini 

menekankan pada analisa pengawasan pengetahuan dewan tentang 

keuangan daerah, tetapi yang lebih dimunculkan dalam permasalahan ini 

adalah sumber daya manusia dalam DPRD. 

Berbagai penelitian diatas berkaitan dengan DPRD sebagai 

penyelenggara di bidang keuangan daerah tersebut masih terbatas pada 

Kabupaten/ Kota sehingga data yang dipaparkan oleh penyusun dalam karya 

ilmiah ini merupakan data baru dan dapat memberikan kontribusi serta 

pengetahuan baru bagi semua pihak. Dapat disimpulkan bahwa  penelitian 

terhadap pengawasan DPRD Provinsi DIY terhadap laporan 

pertanggungjawaban Gubernur Yogyakarta atas APBD tahun anggaran 2009 

- 2011 merupakan tema yang lebih khusus yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pemerintahan. 

 

E. Kerangka Teoretik  

1. Teori Kedaulatan Rakyat 

Teori kedaulatan rakyat muncul karena adanya contract social 

yang pada prinsipnya adalah cara atau sistem yang pemecahan 

masalahnya menggunakan suatu sistem tertentu yang memenuhi 

kehendak rakyat. 

Pemikiran Jean Jacques Rousseau tentang contract social 

(perjanjian masyarakat) mengisyaratkan bahwa perjanjian masyarakat 

                                                             
13 Yulinda Devi Pramita, “Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran 

Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah /APBD  (Studi Empiris pada DPRD Se-
Karesidenan Kedu)”. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang, 2010. 
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ini adalah suatu bentuk kesatuan, yang membela dan melindungi 

kekuasaan bersama di samping kekuasaan pribadi dan milik setiap 

orang. Meskipun demikian, masing- masing individu tetap mematuhi 

dirinya sendiri sehingga setiap individu merasa merdeka.14 

Dengan perjanjian masyarakat demikianlah meskipun ajarannya 

masih bersifat hipotesis dan pemikiran akal, diselenggarakanlah suatu 

perjanjian masyarakat dengan orang- orang untuk membentuk suatu 

kesatuan yang disebut masyarakat. Penguasa mendapatkan kekuasaan 

dalam perjanjian ini tetapi dengan adanya kontrak sosial rakyat dapat 

pula memutuskan perjanjian tersebut. 

Teori kedaulatan rakyat ini menyatakan bahwa tujuan negara 

adalah menegakkan hukum dan menjamin kebebasan warga negaranya. 

Dalam pengertian bahwa kebebasan disini adalah kebebasan dalam 

batas- batas perundang- undangan, sedangkan undang- undang yang 

berhak membuat adalah rakyat itu sendiri. Maka, undang- undang 

merupakan penjelmaan dari kemauan dan kehendak rakyat. Jadi 

rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau kedaulatan.15 

2. Teori Pengawasan 

Pengawasan muncul ketika tias politica (distribution of power) 

memisahkan kekuasaan menjadi eksekutif, legislative, dan yudikatif. 

Dengan adanya pemisahan kekuasaan tersebut, muncul fungsi di setiap 

masing- masing bidang pemerintahan. Dengan adanya fungsi tersebut 

                                                             
14 Soehino, Ilmu Negara, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 119. 
15 Ibid., hlm. 161. 
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terdapat suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah 

karena masing- masing bidang harus dibatasi kekuasaanya di bidang- 

bidang tertentu.16 

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk 

mencegah agar sesuatu perbuatan/keputusan organisasi/pejabat 

pemerintah tidak merugikan masyarakat dan bertentangan dengan aturan 

yang ada. Pengawasan ini sangat diperlukan agar perbuatan pejabat 

publik (pejabat pemerintah) benar-benar sesuai dengan kebutuhan, 

kemanfaatan dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga bisa 

mengurangi tindakan otoriter dan penyalahgunaan wewenang dari 

pejabat pemerintah. 

Kewenangan DPRD untuk mengawasi pelaksanaan perda 

disebutkan dalam Pasal 42 huruf c Undang- Undang No. 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah tanpa dirinci lebih lanjut tentang batas 

kewenangan serta cara pengawasan. 

Untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan oleh 

DPR atau parlemen merupakan sesuatu yang mutlak harus ada, karena 

dalam sistem representatif government pengawasan merupakan 

kekuasaan asli (original power) parlemen. Pengawasan dalam perspektif 

HAN adalah mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas 

                                                             
16 Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, (Bandung: Nusamedia, 2009), 

hlm. 382. 
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pemerintahan dari apa yang telah digariskan (preventif) dan menindak 

atau memperbaiki penyimpangan yang terjadi (represif).17 

3. Teori Wewenang 

Kompetensi legislative yang diberikan kepada pimpinan 

departemen pemerintah terkadang sangat luas. Sehingga konsep 

pemisahan kekuasaan memberi wewenang kepada pimpinan depaertemen 

pemerintah untuk membuat norma- norma umum, tanpa suatu wewenang 

khusus yang berasal dari organ ini dalam bentuk “undang- undang 

pemberian wewenang” yang disebut ermachtigungsgesetz.18  

Pengertian fungsi terkandung wewenang dan tugas. Agar fungsi 

suatu badan dapat terlaksana kepadanya perlu diberikan wewenang dan 

tugas tertentu, dengan cacatan bahwa tugas wajib dilaksanakan 

sedangkan wewenang tidak selalu. secara teoritik kewenangan/wewenang 

yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh 

melalui 3 (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. 

Terlihat jelas  bahwa pemerintah mempunyai kewenangan yang 

luas dalam melaksanakan pembangunan, menerapkan dan melaksanakan 

hukum dan peraturan perundang-undangan, pengawasan, maupun 

penegakan hukum, dengan kata lain pemerintah dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai public service harus tunduk pada hukum, sebagai 

konsekuensi dari paham negara yang berdasarkan atas hukum. 

 
                                                             

17 S.F.Marbun dkk, Dimensi-dimensi Hukum Administrasi Negara,  (Jogjakarta: UII Press, 
2004), hlm. 267. 

18
 Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum...,  hlm. 384. 
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4. Teori Demokrasi 

Demokrasi berarti “rakyat berkuasa” atau goverment or rule by 

the people. Kata Yunani demos berarti rakyat, kartos/kratein berarti 

kekuasaan/ berkuasa.  Plato juga  membuat konsep  demokrasi yang 

berarti “kekuasaan ditangan rakyat”. 

Demokrasi perwujudannya adalah dengan adanya pemerintahan 

yang bersendikan perwakilan rakyat, kekuasaan dan kewenangannya 

berasal dari rakyat dan dilaksanakan melalui wakil-wakil serta 

bertanggung jawab penuh terhadap rakyat. Oleh karenanya, demokrasi 

mensyaratkan adanya pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil 

rakyat tersebut yang diselenggarakan secara berkala dan bebas.19 

Hal ini sejalan dengan konsep ideal pemerintahan “Good and Clear 

Governance” yang pada akhirnya akan menciptakan “Good 

Governance”. Yang bertujuan untuk mencapai penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip transparansi dan 

ankuntabilitas dan berbasis pada kemampuan lokal.  

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Metode Penelitian 

Untuk menjawab permasalahan yang diteliti tersebut, teknik yang 

digunakan dalam penyusunan pengawasan DPRD Provinsi DIY terhadap 

laporan pertanggungjawaban Gubernur Yogyakarta atas APBD tahun 

anggaran 2009 - 2011 yaitu : 

                                                             
19 A. Mukthie Fadjar, Tipe Negara Hukum,  (Malang:  Bayu Media Publising, 2005), hlm. 76. 
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a. Jenis  Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dan 

data- data yang dikumpulkan bersumber dari lapangan.  

b. Metode Pendekatan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat 

bagaimana hukum yang ada dalam Undang- Undang diterapkan 

dalam kehidupan masyarakat baik melalui hasil wawancara 

maupun dari hasil observasi.  

c.   Sumber Data 

1)  Data primer 

Data Primer yaitu data yang penyusun peroleh melalui 

penelitian di lapangan yang di lakukan dengan cara observasi 

di lapangan dan wawancara dengan pihak yang terkait.Untuk 

mendapatkan data primer metode yang digunakan adalah 

metode penelitianhukum empiris yaitu penelitian mengenai 

proses pelaksanaan hukum dalam masyarakat, artinya 

penyusun melakukan analisa tentang ketentuan-ketentuan 

hukum yang berkenan dengan aspek hukum keuangan daerah 

dan kaitannya dengan pengawasan DPRD Provinsi DIY.  

2)   Data sekunder 

Data Sekunder yaitu data normatif atau yang diperoleh 

melalui penelitian perpustakaan. Untuk mendapatkan data 
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sekunder penyusun menggunakan metode penelitian hukum 

normatif. Dengan metode hukum sosiologis: 

(a) Bahan Hukum primer,dalam bentuk: 

(1)  Undang-Undang Dasar 1945; 

(2) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang  

Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  

 (b)   Bahan Hukum Sekunder. 

Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum 

primer dan dapat membantu penyusun dalam 

menganalisa dan memahami bahan hukum primer 

seperti: Literatur, atau hasil penyusunan yang berupa 

hasil penelitian, Peraturan Perundang- undangan, 

buku- buku, makalah, majalah tulisan lepas, artikel, 

dan lain- lain. Bahan hukum yang memiliki kekuatan 

hukum mengikat yang dalam hal ini berupa peraturan 

perundang- undangan yang terkait untuk penelitian  

antara lain, Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 

tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala 

Daerah, Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Peraturan  Daerah Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 



18 

 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta No. 7 Tahun 2010 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 

Anggaran 2009, Peraturan Daerah Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta  No. 7 Tahun 2011 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 

Anggaran 2010, Peraturan Daerah Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2012 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 

Anggaran 2011, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah 2009 – 2013 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Keputusan 

Kepala Dinas Pendapatan  Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

188/6944/SET  tentang Rencana Strategis Dinas  

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 – 2013, 

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakata No. 1 Tahun 2010 tentang 
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Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

(c) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelas 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar 

Bahasa Indonesia. 

2. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara: 

a. Studi Pustaka 

Melakukan infentarisasi terhadap bahan- bahan hukum yang 

diperlukan, seperti bahan- bahan hukum primer, bahan-bahan 

hukum sekunder, dan bahan- bahan hukum tersier. Melakukan 

pencatatan dan pembuatan daftar ikhtisar yang berisikan berbagai 

pengertian dan pendapat para ahli tentang penyusunan skripsi ini. 

b. Wawancara 

Teknik wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi 

dengan mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara 

lisan pula oleh informan. Wawancara dilakukan dengan 

menggunakan teknik dan pedoman wawancara dengan pihak yang 
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mengetahui permasalahan yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk 

mengumpulkan keterangan melalui informan.20 

Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab 

secara langsung dengan narasumber, yang mana dalam penelitian 

ini adalah Bapak Drs. Agus Mulyono, M.M., selaku anggota 

dewan Komisi B dan  ketua Pansus LKPJ Gubernur 2012. 

c. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi dipilih oleh penyusun karena pada 

teknik ini  dapat memperoleh informasi dari bermacam- macam 

sumber tertulis atau dokumen. Data dokumentasi yang 

digukanakan adalah data dokumen tertulis yang berhubungan 

dengan pengawasan DPRD Provinsi DIY terhadap APBD. 

3. Pengolahan dan Analisis Data 

a. Pengolahan Data 

Setelah data diperoleh, maka penyusun melakukan 

pengelompokan data untuk selanjut nya dilakukan pengeditan data 

agar diperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji 

pada tahap akhir dari pengolahan data, sehingga siap pakai untuk 

dianalisis. 

b. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode 

deskriptif kualitatif berdasarkan peraturan perundang – undangan 

                                                             
20 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 

hlm. 101 
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dan pandangan para pakar serta di uraikan dalam kalimat-kalimat 

dengan kerangka berpikir deduktif. 

 

G. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian 

secara sistematis maka penyusun menyajikan skripsi ini dalam beberapa 

bab dengan pembagian sebagai berikut : 

Bab I merupakan  Bab Pendahuluan yang terdiri atas subbab-subbab 

latar belakang masalah memuat alasan munculnya masalah yang diteliti. 

Rumusan masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang ada 

pada latar belakang masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian, merupakan 

tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai pada penelitian ini. Kerangka 

teoritik, menyangkut pola pikir atau kerangka pikir yang akan digunakan  

dalam memecahkan masalah. Metode  penelitian, berisi penjelasan 

langkah- langkah yang harus ditempuh dalam mengumpulkan dan 

menganalisis data. Sistematika pembahasan, merupakan ruang lingkup 

pembicaraan dan urutan pembicaraan. 

Bab II berisi tinjauan fungsi  sistem pengawasan, fungsi anggaran 

DPRD serta sistem anggaran pemerintah daerah. Bab ini berisi penjelasan 

tugas, wewenang dan sebagaianya untuk mempermudah memahami pokok 

permasalahan yang akan dibahas selanjutnya.  

Bab III memuat penjelasan pelaksanaan pertanggungjawaban kepala 

daerah atas APBD tahun anggaran 2009- 2011.  
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Bab IV menjelaskan pembahasan dan analisa yang terdiri atas 

subbab-subbab fungsi pengawasan dan kendala DPRD Provinsi DIY 

terhadap laporan pertanggungjawaban Gubernur atas APBD tahun 

anggaran 2009 - 2011. 

Bab V berisi kesimpulan analisa yang dilanjutkan dengan bagian 

penutup yaitu kesimpulan dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. DPRD Provinsi DIY dalam melaksanakan pengawasan terhadap LKPJ 

Gubernur atas APBD tahun anggaran 2009- 2011 berjalan dengan baik. 

Fungsi pengawasan ini telah menunjukkan terwujudnya dan efektifnya 

akuntabilitas publik dalam  lembaga tata pemerintahan. Dalam demokrasi, 

berbagai lembaga melaksanakan fungsi pengawasan dan salah satunya 

DPRD, dimana fungsi pengawasan yang dilaksanakan orientasinya adalah 

terpenuhinya proses dan kebijakan politik. Hal ini dibuktikan dengan 

peningkatan APBD dari tahun ke tahun. 

2. Pengawasan DPRD Provinsi DIY terhadap LKPJ Gubernur atas APBD 

tahun anggaran 2009- 2011 tidak mengalami kendala yang bersifat 

substansi, tetapi masih terdapat kendala yang bersifat teknis, seperti 

adanya kerusakan peralatan dan ifrastruktur serta kualitas Sumber Daya 

Manusia yang terbatas. Meskipun begitu, DPRD Provinsi DIY tetap 

meningkatkan kinerja anggota dewan dalam menjalankan fungsi 

pengawasan.  Peningkatan ini difokuskan pada sumber daya manusia yang 

mempunyai latar belakang memadai dalam bidang pendidikan dan 

pengalaman. 
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B. Saran 

1. Dengan belum adanya Perda yang khusus mengatur tentang proses 

pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi DIY oleh DPRD, sebaiknya DPRD Provinsi DIY segera 

membuat pedoman yang mengaturnya. Karena dalam Undang- Undang 

No. 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No. 

34 tentang Pemerintahan Daerah tidak dirinci lebih lanjut mengenai 

batasan dan ruang lingkup pengawasan. Peraturan Daerah itu akan 

mempertegas posisi DPRD dalam pengawasan pelaksanaan APBD untuk 

masa yang akan datang. 

2. Dalam rangka penguatan peran DPRD Provinsi DIY di bidang 

pengawasan, sebaiknya DPRD Provinsi DIY secara institusional 

melakukan peningkatan kemampuan dan pengetahuan, konsepsional dan 

operasional tentang pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. Guna memudahkan fungsi pengawasan yang bersifat kebijakan, 

sebaiknya menggunakan tenaga ahli yang memiliki kemampuan di 

masing- masing bidang yang bertugas melakukan pengkajian guna 

memberikan input. Dengan menggunakan hasil kajian itu, diharapkan 

DPRD Provinsi DIY tidak salah dalam mengambil kebijakan. 
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